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Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 










  fathah آ
 
A a  
  kasrah ا
 
I i  
  dammah آ  
 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,  












 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah dan ya ي
 
Ī i dan garis diatas 
 dammah dan ۇ
wau 
Ū u dan garis diatas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
 Jika huruf  ي  َ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului 






6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ل 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 
7. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
 
8. Daftar Singkatan. 
 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.  =  subhanahu wa ta ala 
saw.  =  sallallahu alaihi wa sallam 
           Kab                  = Kabupaten 
           Kec            = Kecamatan 
           UU                  = Undang-Undang 
          KUHP              = Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana 
          KUHAP           = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
          RI                    = Republik Indonesia 
          Polsek             = Kepolisian Sektor 
          Polri          = Kepolisian Republik Indonesia 
          DPR                = Dewan Perwakilan Rakyat 




          Pemda             = Pemerintah Daerah 
  Pemprov  = Pemerintah Provinsi 
 SIM   = Surat Izin Mengemudi 
 PNS   = Pegawai Negeri Sipil 
 PPNS   = Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
 KKN   = Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 
 FKK   = Faktor Korelatif  Kriminogen 
 PH   = Police Hazard (suatu keadaan, peristiwa, situasi  
       dan kondisi lingkungan yang bersifat nyata, yang 
       bersifat nyata, yang merupakan peluang / sum- 
       ber terjadinya gangguan, khususnya tindakan kri- 
       minalitas). 
 HIR              = Herzien Inlandsch Reglement (hukum acara da- 
       lam persidangan perkara perdata maupun pidana  
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Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi 
terhadap tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat di 
Desa Abbanderang Kab.Wajo? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown 
ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu  1) Bagaimana 
terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan berat di Desa 
Abbanderang  Kab Wajo? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian di 
Polsek Pitumpanua dalam menaggulangi pelaku tindak pidana (concursus) 
pembunhan disertai penganiayaan berat. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah pendekatan 
penelitian  yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber 
data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder berupa pengumpulan data 
dari berbagai referensi seperti jurnal, buku-buku, dokumen, dan bahan bacaan 
lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui penyebab melakukan tindak pidana 
concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat serta upaya kepolisian dalam 
menanggulangi pelaku tindak pidana concursus pembunuhan disertai 
penganiayaan berat. Kemudian data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis  
kualitatif. 
Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu analisa 
dengan kesimpulan bahwa penyebab pelaku melakukan tindak pidana concursus 
pembunuhan disertai penganiayaan berat yaitu ada faktor yang berpengaruh secara 
langsung diantaranya faktor sakit hati dan kejiwaan, sedangkan faktor yang 
berpengaruh secara tidak langsung diantaranya faktor lingkungan masyarakat 
sekitar, rendahnya pendidikan, serta faktor keluarga. Adapun upaya yang 
dilakukan oleh kepolisian yaitu, upaya pre-emtive seperti menanamkan nilai-nilai 
keagamaan, upaya preventif seperti melakukan koordinasi dengan keluarga serta 
melakukan koordinasi dengan tokoh agama, dan upaya represif seperti penindakan 
dan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk 
membuat efek jera pelaku.  
 Adapun Implikasi dalam penelitian ini yaitu : 1) sebaiknya masyarakat 
diberikan pengetahuan dan menambah wawasannya dan sebagai masyarakat harus 
dapat mengontrol perilaku di dalam masyarakat maupun dalam lingkungan 
keluarga, agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya tindak pidana 
concursus (pembunuhan disertai penganiayaan berat). 2) Diharapkan kepada pihak 




serta represif dalam hal menanggulangi terjadinya kejahatan concursus 
(pembunuhan disertai penganiayaan berat) agar dapat mengurangi jumlah 







A. Latar Belakang 
 Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. 
Semenjak diciptakan manusia pertamakali, yakni Nabi Adam, kejahatan telah 
mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil 
dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Kejahatan senantiasa ada dalam 
masyarakat.Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan 
akan benda-benda materill terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu 
juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi 
tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah 
dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa 
henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai 
cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara 
melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya 
kejahatan.1 
 Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, 
termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan 
adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran 
norma-norma dalam masyarakat memicuh munculnya berbagai konflik di tengah 
masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu 
dengan kelompok, dan konflik antarkelompok masyarakat. Hal tersebut secara 
langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya 
tatanan masyarakat, diberbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga 
masyarakat yang hidup di wilayah konflik.2 
 
       1 M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, (Jakarta Timur : bumi aksara, 2016), h 1 
       2 Al-Qadri, Sahrifal dan Hamsir, Agustus 2019. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli 
Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana”, Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol. 2 




 Masalah kejahatan yang mengganggu kesejahteraan sosial adalah suatu 
masalah manusia. Yang terlibat dalam suatu kejahatan adalah juga manusia. 
Karena itu adalah mutlak perlu apabila kita memiliki pandangan yang tepat 
mengenai manusia. Pandangan yang tepat mengenai manusia ini dapat pula 
merupakan pemantapan dalam melakukan kegiatan prevensi dan represi kejahatan 
yang penuh permasalahan dan tantangan. Karena itu pandangan yang tepat ini 
perlu dikembangkan dan disebarluaskan, terutama berhubung dengan adanya 
perluasan bidang pelayanan menghadapi kejahatan akibat perkembangan sosial 
dan teknologi pada saat ini dan hari esok.3 
 Kita sering mendengar kata kejahatan, yang di mana kejahatan itu adalah 
“suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat daripada 
pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat 
menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain”. Kejahatan ini jika 
dipandang dari segi hukum biasa disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana ini 
ada yang diatur di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar (KUHP)”4 
 Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP yaitu termasuk tindak pidana 
pembunuhan dan penganiayaan, tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan ini 
diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 
kejahatan (pasal 104-488). Yang diatur dalam BAB XIX yaitu Kejahatan 
Terhadap Nyawa dan BAB XX yaitu tentang penganiayaan.   
 Pembunuhan dan penganiayaan merupakan perbuatan yang dibenci dan 
dilarang oleh Allah SWT, adapun sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan dan 
penganiayaan sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al-Isra' Ayat 33, dan QS, Al 
Maidah Ayat 45.  
 
 
 3 Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, (Jakarta: akademika pressindo, 1983), h 76-
77 
 4 Iot Wiwiq Harpikasari, dan Rahman Syamsuddin, “Analisis Hukum Terhadap Tindak 
Pidana Begal Pemotong Tangan”, Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)  Volume. 




QS, Al-Isra' Ayat 33, yang berbunyi: 
ُ اِلَّ بِالْ  م  ّٰللاه رَّ ل  ت ْقتُلُوا النَّْفس  الَّتِْي ح  ِلي ِٖه سُْلٰطنًا ف َل  و  ع ْلن ا ِلو  ْظلُْوًما ف ق دْ ج  ْن قُتِل  م  م  ِِّۗ و  ق  ح 
ْنُصْوًرا   يُْسِرْف ف ِى اْلق تِْلِّۗ اِنَّٗه ك ان  م 
Terjemahan: 
“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), 
kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, 
maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah 
walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 
yang mendapat pertolongan”.5 
 
QS, Al Maidah Ayat 45, yang berbunyi:  
ةٌ  دَّق  بِٖه ف ُهو  ك فَّار  ْن ت ص  اٌصِّۗ ف م  اْلُجُرْوح  قِص  ن ِِّۙ و  نَّ بِالس ِ الس ِ اْلُذُن  بِاْلُذُِن و  بِاْل ْنِف و 
 ُ ل  ّٰللاه آ ا ْنز  ْن لَّْم ي ْحكُْم بِم  م  ىِٕك  هُُم الظهِلُمْون  لَّٗه ِّۗو 
ٰۤ
  ف اُوٰل
Terjemahan: 
“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa 
(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). 
Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa 
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.6 
 Kejahatan selalu merujuk pada hal yang dilarang, merugikan, ataupun 
meresahkan, yang kemudian berarti bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan terjadi 
begitu saja. Demikian kejahatan diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan, 
baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjadi salah satu solusi 
pencegahan terjadinya kejahatan itu sendiri. Karena, manusia dengan sifat 
kemanusiaannya tentu tidak membenarkan kejahatan sebagai suatu yang lumrah 
dalam masyarakat.Terdapat banyak kejahatan yang bisa terjadi di tengah 
 
 5 https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html di akses pada tanggal 16 
Maret  2021, pukul 13.51 
  
 6 https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html di akses pada tanggal 16 




masyarakat, diantaranya yakni kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap 
nyawa atau bisa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan 
penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam 
kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi 
seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada 
bagian tubuh atau anggota tubuh korban yang menyebabkan, bahkan tidak jarang 
membuat korban cacat fisik seumur hidup.7   
 Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. 
Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan 
bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa 
penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau 
luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan 
kematian. Adapun seseorang yang bisa dikatakan melakukan penganiayaan berat 
jika niat untuk melakukan tindakan tersebut memang untuk melukai berat orang 
lain. Dan apabila tidak diniatkan demikian dan luka berat tersebut hanya bagian 
dari akibat dari tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut hanya tergolong 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (dikenakan Pasal 351 KUHP), 
dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman. Apabila 
dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus 
ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun 
terhadap akibatnya, yakni luka berat. 
 Tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang timbul adalah hilangnya 
nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana 
“pembunuhan”, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan 
yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang 
dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah dengan 
cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan 
menenggelamkan dalam laut atau dalam air, dan lain sebagainya. Cara-cara ini 
tidak dipersoalkan. Jika perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak 
menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan 
 
       7 Max Sepang dan Refly Sinyal, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan 




pembunuhan . R. Sesilo (1988) mengatakan bahwa, tindak pidana ini dinamakan 
“kejahatan terhadap jiwa seseorang” atau “makar mati” (doodslag).8 
 Kesamaan dalam peristiwa-peristiwa tersebut adalah semuanya menunjuk 
pada berbagai bentuk prilaku kriminal; karena baru saja mengawali abad kedua 
puluh satu, kita hanya bisa menebak horror baru tak terbayangkan macam apa 
yang menunggu kita. Bidang yang mempelajari masalah-masalah kejahatan dan 
perilaku kriminal serta upaya-upaya mendefinisikan, menjelaskan dan 
memprediksinya adalah kriminologi. Secara umum kriminologi didefinisikan 
sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. 
Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku 
kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas; dan reaksi mayarakat 
terhadap aktivitas kriminal, bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi 
kenakalan  (delinkuensi) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban). Walaupun 
ada tumpeng-tindih  mencolok antara kriminologi dan peradilan pidana, 
Kriminologi menunjukan minat lebih besar pada penjelasan sebab akibat 
kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih menguasai masalah-masalah praktis 
dan terapan seperti aspek-aspek teknis perpolisian dan pemasyarakatan. Dalam 
kenyataannya, kedua bidang ini saling melengkapi dan kait-mengait sangat erat 
sebagaimana diperlihatkan oleh tumpang-tindih keanggotaan dalam dua organisasi 
professional yang mewakili kedua bidang tersebut; American Society of 
Criminology dan Academy of Kriminal Justice Science.9 
 Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan 
terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk 
kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas 
tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan 
 
       8 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana”, (Jakarta : 
Kencana, 2014), h 96-97, 100-101, 106-107 
 
       9 Frank E. Hagan, “Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal”, (Jakarta : 




luka tersebut dapat menyebabkan kematian. 10  Selain itu segala tindakan 
pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan tersebut harus 
ada berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.11  
 Memandang suatu kejahatan dari perspektif kriminologi memang 
merupakan suatu solusi guna mempelajari dan mengkaji bagaimana suatu 
kejahatan itu terjadi dan menjadi suatu yang familiar di tengah masyarakat, 
terkhusus kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan tersebut mampu digali dari 
berbagai sisi, bukan hanya bagaimana Lembaga penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai perangkat yang secara langsung berfungsi untuk 
menegakkan hukum, tetapi kejahatan tersebut juga dapat digali dengan 
mempelajari pola pikir masyarakat terkait bagaimana kejahatan itu bisa terjadi. 
Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi diharapkan mampu memberikan solusi 
untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi mengkaji kejahatan 
sebagai suatu fenomena sosial hingga sebagai perilaku kejahatan yang tidak 
terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena 
pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.12 
Dengan melihat banyaknya kejahatan tindak pidana yang terjadi sekarang 
ini terutama tindak pidana terhadap tubuh dan tindak pidana terhadap nyawa. Ada 
salah satu contoh kasus yang berhubungan, yaitu pernah terjadi di daerah 
Denpasar, Bali terdakwa yang bernama Mochamad Chusen (37) membunuh Hoo 
Sigit Pramono (58) dan penganiayaan istri korban, Dian Indah Permasari (57) 
warga Perum Polri Jalan Imam Bonjol 326 No. B6-B7 Denpasar. Dalam surat 
putusan, Jaksa Dina K Sitepu menyatakan, bahwa terdakwa Chusen telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan 
berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dan juga melakukan 
 
               10 Andi Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda dan Ashabul Kahfi,  “Beban Pembuktian 
Visum Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak pidana Penganiayaan Di Kota Makassar” 
Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV). Vol. 1, No. 2, . Agustus 2019 
  
 11 Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie Vol. 
3 No.2, Desember 2016, h 118 
       12 Soedjono Dirdjosisworo, “Sinopsis Kriminologi Indonesia”,( Bandung : Mandar Maju,  




penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa Mochamad Chusen dengan pidana penjara selama 18 tahun. 13 
Pelaku telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu penganiayaan  dan 
pembunuhan. Peristiwa diatas yang dilakukan oleh pelaku yang dikategorikan 
sebagai gabungan tindak pidana karena melakukan dua tindak pidana yang 
berbeda dan berdiri sendiri yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Gabungan 
tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa 
macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan 
akhir.14 
Dalam pembahasan ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau 
lebih tindak pidana yang dipertanggung jawabkan kepada satu orang atau 
beberapa orang dalam tindak pidana. Tindakan-tindakan pidana yang telah terjadi 
itu sesuai dengan yang ada di dalam rumusan perundang-undangan. Adapun 
kejadiannya sendiri, bisa satu, dua, atau lebih tindakan secara berturut-turut. 
Perbuatan tindak pidana tersebut, masing-masing merupakan delik tersendiri, 
dipersyaratkan bahwa salah satu diantaranya belum pernah diadili. Perbarengan 
tindak pidana atau corcursus adalah gabungan terjadinya dua atau lebih tindak 
pidana yang dilakukan oleh seorang, dimana tindak pidana yang pertama kali 
belum sampai dijatuhi hukuman, kemudian pelaku melakukan tindak pidana lagi 
(antara tindak pidana pertama dan kedua belum ada jeda atau belum dibatasi oleh 
suatu putusan hakim). Hukum pidana delik perbarengan ini terdiri atas tiga hal, 
yaitu perbarengan aturan (concursus), perbarengan perbuatan (concursus realis), 
dan perbarengan berlanjut (vorgezette handelings). Ketiga bentuk perbarengan 
 
       13 https://www.google.com/amp/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/09/19/lakukan-
pembunuhan-berencana-dan-penganiayaan-berat-chusen-dituntut-18-tahun-penjara 
 
       14 Herfiani Elsa, “Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Penganiayaan Pada Putusan 




tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi 
pidana yang dilakukan oleh satu orang.15 
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk ingin lebih dalam 
membahas dan melakukan analisa terhadap kasus perbarengan (gabungan) tindak 
pidana penganiayaan dan pembunuhan ini, karena kasus ini merupakan kejahatan 
tindak pidana concursus pembunuhan dan penganiayaan berat yang pertama kali 
terjadi di Desa Abbanderang dan sangat menghebohkan masyarakat setempat, 
karena dalam kasus ini 2 korban yang merupakan sepasang suami istri dibunuh 
secara sadis serta 1 korban penganiayaan berat yang merupakan cucu dari 
sepasang suami istri tersebut, sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana concursus ini, dengan judul 
“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Concursus Pembunuhan 
disertai penganiayaan berat (Studi Kasus di Desa Abbanderang Kab.Wajo)”. 
B. Fokus  Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana 
terjadinya tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat di 
Desa Abbanderang  Kab. Wajo serta bagaimana upaya yang dilakukan kepolisisan 
di Polsek Pitumpanua dalam menaggulangi pelaku tindak pidana Pembunuhan 
disertai penganiayaan berat. 
2. Deskripsi Fokus 
 Untuk menghindari adanya hal yang tidak sesuai dengan pokok 
permasalahan yang akan diteliti, maka berikut beberapa definisi terkait kata yang 
dianggap penting: 
a. Kriminologi, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. 
 
       15 Fitrotin Jamilah, “KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, (Jakarta Timur : Dunia 




Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord (1830-1911), 
seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari 
dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan. Jadi kriminologi merupakan ilmu yang menekankan untuk 
memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri 
apa yang melatari kelakuan jahat.Kriminologi sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima 
causa kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih 
untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di 
lembaga pemasyarakatan.16 
b. Tindak Pidana, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari 
“strafbaar feit”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit. Strafbaar feit merupakan 
istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan berbagai arti diantaranya, yaitu : 
a. tindak pidana 
b. delik 
c. perbuatan pidana 
d. peristiwa pidana  
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 
dari Bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus Besar Bahasa 
Indonesia tercantum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 17  
 
       16 A.S Alam dan  Amir Ilyas, “Kriminologi Suatu Pengantar”, (Jakarta : Kencana,  2018), h 1-
2 




c. Penganiayaan secara umum, tindak pidana penganiayaan merupakan 
perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh pada KUHP yang disebut juga 
sebagai “penganiayaan”. Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan 
terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan 
untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari 
perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh 
yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan luka tersebut dapat 
menyebabkan kematian. Begitu juga pengertian Penganiayaan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat yaitu: “pelakuan atau perbuatan 
yang yang sewenang-wenangnya”. Sedangkan dalam yurisprudensi, maka 
yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan 
perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka. Atau penganiayaan juga 
diartikan dengan “Sengaja merusak kesehatan orang”. 18   Adapun 
Penganiayaan Berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP, adalah perbuatan 
berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. 
Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.19 
d. Pembunuhan, adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam 
hukum  pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan dimana terdakwa / 
tersangka menyeababkan kematian pada orang lain.20   
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap 
tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan berat (Studi Kasus di Desa 
Abbanderang Kab.Wajo) ?. 
 
       18 Astri, Andi Surya Ramadani, Salenda, Kasjim dan Kahfi, Ashabul,  Agustus 2019. “Beban 
Pembuktian Visum Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota 
Makassar” Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV).  Vol. 1, No. 2, http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/aldev. Agustus 2019. 
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Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana terjadinya tindak pidana concursus pembunuhan disertai 
penganiayaan berat di Desa Abbanderang , Kab. Wajo? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian di Polsek Pitumpanua dalam 
menanggulangi pelaku tindak pidana concursus pembunuhan disertai 
penganiayaan berat? 
 
D. Kajian Pustaka 
 Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Kriminologi 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai penganiayaan berat di Desa 
Abbanderang Kab. Wajo. Agar pembahasan bisa lebih fokus terkait pembahasan 
atau pokok permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini, maka berikut 
beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini: 
1. Simandjuntak, bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi dan 
Patologi Sosial, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 1977. Dalam 
buku ini memfokuskan pembahasan mengenai kejahatan dalam 
perspektif kriminologi, serta membahas tentang ruang lingkup 
kriminologi dan sejarah perkembangan kriminologi. 
2. Leden Marpaung, bukunya yang berjudul Tindak Pidana Terhadap 
Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya), Ed.1, Cet.2 yang 
diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2000. Dalam buku ini 
memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana khususnya terhadap 
nyawa dan tubuh dan dilengkapi pula Yurisprudensi Mahkamah Agung 
RI dan pembahasan. 
E. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Untuk memperdalam pengetahuan mengenai tindak pidana concursus serta 




2. Tujuan Khusus 
a. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana concursus 
pembunuhan disertai penganiayaan berat di Desa Abbanderang Kab. 
Wajo dalam aspek kriminologi. 
b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya yang dilakukan 
kepolisian di Polsek Pitumpanua Dalam dalam menanggulangi pelaku 
tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan berat. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi: 
a. Mahasiswa 
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kalangan 
mahasiswa/mahasiswi, terkhusus untuk mahasiswa yang sedang 
melakukan penelitian disemester akhir untuk dijadikan sebagai 
referensi dalam penyelesaian tugas akhir terutama untuk penelitian 
mengenai hukum dari sudut pandang kriminologi. 
b. Masyarakat 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk 
masyarakat dan penambah wawasan serta memberikan gambaran 
tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan disertai 
penganiayaan berat sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan 
pencegahan atau meminimalkan terjadinya tindak pidana tersebut. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi 
dan menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum mulai dari 
penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, Khususnya bagi lembaga kepolisian, 




Pemda, Pemprov di dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap 


























            TINJAUAN TEORITIS 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Krimonologi 
Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard (1830-1911) memberi nama 
kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu 
kriminologi. Secara etimologis kata ini terdiri dari dua kata, yaitu: crime 
(kejahatan) dan logos (ilmu pengetahuan). Menurut definisi nominalis, 
kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Dari definisi 
nominalis ini belum dapat kita tangkap pengertian kriminologi. Agar 
pengertian kriminologi semakin jelas, maka ada baiknya meninjau definisi isi. 
Definisi isi dikemukakan beberapa sarjana seperti: 
1. W. A. Bonger 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya. Dari definisi ini, kita perlu menggaris bawahi 
ilmu pengetahuan dan kejahatan seluas-luasnya. Untuk menentukan sesuatu  
ilmu  pengetahuan hendaknya memenuhi syarat: 
a. Mempunyai metode tersendiri 
b. Mempunyai sistim 
c. Mempunyai obyektivitas 
 
2. Edwin H. Sutherland  
  Criminology is the body of knowledge regaeding crime as a sosial 
phenomena. Melihat  perumusan ini dia mengakui bahwa kriminologi ialah 
keseluruhan pengetahuan tentang kejahatn sebagai gejala sosial. Sedang body 
of knowledge, belum science (ilmu), belum memenuhi persyaratan ilmu. As a 
sosial phenomena meyakinkan kita bahwa kejahatan hanya terdapat dalam 




mempelajari masalah kejahatan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa ada 
saling pengaruh antara individu dengan masyarakat. Dengan kata lain perlu 
pendekatan ekosferis.21   
  Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan 
kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi 
praktis. Kriminologi teoris adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan 
pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 
memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki  sebab-sebab dari 
gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Bacon sudah 
mengajarkan : ‘Vere scire est percausas scire.22 
Sementara itu, W.A.Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, selanjutnya 
Bonger memetakan kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
a. Antropologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. 
b. Sosial kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. 
c. Psikologi kriminal, yakni ilmu tentang kejahatan dipandang dari sudut 
ilmu jiwa. 
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi,yakni ilmu pengetahuan 
tentang penjahat dan sakit jiwa atau urat syarafnya. 
e. Penologi, yakni ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman.  
Di samping itu, terdapat pula kriminologi terapan yang mencakup: 
a. Higiene kriminal, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. 
 
       21 B. Simandjuntak,  “Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial”, (Bandung : Tarsito, 
1977), h 9-11 




b. Politik kriminal, yakni usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab-sebab seseorang melakukan 
kejahatan. 
c. Kriminalistik (Police Scientific) merupakan ilmu tentang pelaksanaan 
penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.23 
 Para sarjana hukum memang memberikan definisi yang berbeda-beda 
mengenai kriminologi, tetapi secara garis besar kita dapat mengambil kesimpulan 
bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk 
mengkaji suatu kejahatan dan penjahat, kriminologi ini mencoba melihat gejala 
dari suatu kejahatan dengan pandangan yang ilmiah. Dengan kriminologi, maka 
kita dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana serta 
mencari cara bagaimana meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana di tengah 
masyarakat. 
2. Ruang Lingkup Krimonologi 
a. Krimiminologi dalam arti luas: 
Ini meliputi kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Namun, 
istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara yang berlaianan. 
Dengan istilah itu dimaksudkan Noach: penyidikan dan penelitian ilmu 
pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat 
dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana. 
Kriminalistik, jika dibagi-bagi, selanjutnya meliputi:   
a. Ilmu jejak : menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang 
ditinggalkan oleh si pejabat atau oleh alat-alat bantu yang telah 
digunakannya dalam melakukan delik itu. Hal “melakukan delik ini” harus 
ditanggapi secara luas dan meliputi juga persiapan-persiapan untuk 
melakukan delik itu dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan 
sesudah dan dalam hubungan langsung dengan delik itu. Dalam ilmu jejak 
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termasuk pemeriksaan terhadap: bekas alat dan dan jejak fisik (antara lain, 
daktiloskopi), senjata-senjata api dan mesiu, pemeriksaan dan 
perbandingan tulisan, pemalsuan mata uang, uang kertas dan kertas-kertas 
berharga lain dan satu deretan lain dan satu deretan yang hamper tak 
terbatas dari pemalsuan-pemalsuan, yang dengan satu atau lain cara 
berhubungan dengan kriminalitas. 
Dalam pemeriksaan pemalsuan ini kerapkali dimintakan bantuan 
ilmu kimia dan oleh karena itu orang menyebut ilmu kimia forensic, yang 
juga meliputi toksikologi; 
b. Ilmu kedokteran forensik penyelidikan mengenai sebab musabab 
kematian, luka-luka, darah dan golongan-golongan darah, sperma,kotoran 
manusia dan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya yang berkaitan dengan 
tubuh manusia, yang berhubungan dengan kriminalitas 
c. Toksikologi forensic: penyelidikan mengenai keracunan dan zat-zat racun 
yang berhubungan dengan kriminalitas. 
Dalam uaraian tersebut di atas, berulang kali Noach menekankan pada   
hubungan dengan kriminalitas, karena ilmu jejak, ilmu kedokteran forensic 
dan toksikologi forensic merupakan bagian-bagian dari kriminalistik. 
Disamping itu, untuk masing-masing ilmu pengetahuan itu terletak bidang 
yang lapang untuk suatu penerapan dalam hukum perdata dan hukum  
administrasi. Hal ini bertalian dengan pertanyaan mengenai bentuk organisasi, 
yaitu apakah laboratoria kriminalistik dan penyelidik-penyelidik yang 
dipekerjakan disitu dapat memperluas pekerjaan mereka sampai pada bidang-
bidang yang dimaksudkan di atas.  
b. Krimiminologi dalam arti sempit: 
Kriminologi dalam arti sempit di sini sama dengan yang telah 
dirumuskan dalam Bab 1 : kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-
bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan 




a) Unsur pertama, yaitu bentuk-bentuknya gejala (phenomenologi kriminil) 
tidak akan menimbulkan banyak kesulitan, jika muncul pertanyaan, 
apakah seluruhnya termasuk kriminologi. Bentuk-bentuknya gejala ini 
adalah kejdian-kejadian yang sungguh-sungguh lazim terang dan nyata 
dan norma-normanya diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain (hukum 
pidana dan etika) dan oleh karena itu dianggap sebagai utama oleh 
kriminologi, tanpa pada asasnya ada pembatasan dalam pembahasan. 
b) Adalah lebih sulit dengan unsur kedua, yaitu sebab musabab kriminalitas 
(aetologi krinil). Di sini unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan 
gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dana lam. 
Timbullah pertanyaan, yaitu sampai seberapa jauh harus ditelusuri 
hubungan-hubungan ini. Noach berpendapat bahwa pembatasan yang 
nyata sulit ditarik, dan cara kerja sudah termasuk bidang ilmu pengetahuan 
lain. Untuk menjelaskan hal ini dberikan satu contoh. Penelitian hubungan 
antara golongan dan kriminalitas akan menguunakan pengertian golongan 
dari sosiologi tanpa meneliti sendiri mengenai terjadinya dan perbedaan-
perbedaan yang ada dalam golongan. Jika perlu dipergunakan kembali 
hasil-hasil yang diperoleh sosiologi, yang pada gilirannya barangkali dapat 
memberikan petunjuk-petunjuk untuk bentuk-bentuk kriminalitas khusus 
dalam satu golongan tertentu atau perbedaan-perbedaan dalam kriminalitas 
dari berbagai golongan.  
c) Juga pada unsur ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas, timbul pula 
pertanyaan, yaitu sampai batas manakah akibat-akibat ini masih dicakup 
dalam kriminologi. Telah dikemukakan oleh Noach tentang akibat-akibat 
dari kriminologis bagi penjahat, korban, dan masyarakat dan tentang apa 
yang telah disebutkan itu dapat diteruskan, jikalau orang berpendapat 
bahwa tiap-tiap perbuatan dapat menimbulkan satu matarantai akibat yang 
tak terputus. Dengan disebutkan itu semua, mungkin batas-batas 
kriminologi dilampaui. Dalam hubungan ini Noach teringat akan akibat-
akibat yang masuk bidang penology, yaitu ilmu pengetahuan mengenai 




mengenai pembinaan atau pemidanaan si pembuat dan sarana-sarana yang 
dipergunakan untuk itu. Permasalahan-permasalah yang bertalian dengan 
hal ini demikian banyak dan memperlihatkan banyak segi, sehingga da 
alasan yang cukup untuk memandang penology sebagai ilmu pengetahuan 
mandiri di samping kriminologi.24 
Selain itu, A.S Alam menyatakan bahwa ruang lingkup 
pembahasan kriminologi terdiri dari tiga hal pokok, yakni: 
1. Proses pembuatan hukum pidana (makingwals) 
     Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) melipti: 
1) Definisi kejahatan 
2) Unsur-unsur kejahatan 
3) Relativitas pengertian kejahatan 
4) Penggolongan kejahatan 
5) Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breking of laws) 
     Pembahasan dalam etiologi kriminal (breaking of laws) yakni: 
1) Aliran-aliran (mashab-mazhab) kriminologi 
2) Teori-teori kriminologi 
3) Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reaching toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal inibukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon 
pelanggarhukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (kriminal 
prevention).25 
Berdasarkan ruang lingkup kriminologi yang disebutkan oleh para 
ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syogyanya kriminologi 
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sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dengan seluas-
luasnya mencakup mengenai pembuatan hukum pidana, faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, dan reaksi terhadap terjadinya 
suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana, pada Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sering 
disebut dengan Strafbaarfelt, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, serta delik. Di dalam Bahasa Belanda ada istilah strafbaar 
feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. 
Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian 
perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negative. Artinya, 
melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat 
sesuatu yang diharuskan.26  
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat 
dalamWvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), 
tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Karena itu para ahli hukm berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 
istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. 
Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang 
ada maupun dalam berbagai lteratur hukum sebagai terjemahan dari istlah 
strafbaar feit adalah; 
1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Dalam hamper seluruh peraturan perundang-
undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 
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tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No.11/PNPA/1963 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 
Th.1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti  Prof. Wirjono Prodjodikoro. (lihat buku 
Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia). 
2) Peristiwa pidana , digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. Hj 
van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, 
Prof. A. Zainal Abidin, dalam hukum beliau “hukum pidana”. Pembentuk 
undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu 
Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1). 
3) Delik, yang sebenarnya yang berasal dari Bahasa latin “delictum”juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan 
starfbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, 
misalnya Prof. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain 
yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1) Prof. A.Zainal 
Abidin dalam buku beliau  “Hukum Pidana 1”. Prof.Moeljatno pernah juga 
mengguanakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau “Delik-Delik 
Percobaan Delik-Delik Penyertaan “, walaupun menurut belaiu lebih tepat 
dengan istilah perbuatan pidana. 
4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokokHukum 
Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H Tirtaamidjaja. 
5) Perbuatan yang boleh dihukum,istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam 
buku beliau “Rintasan tentang Hukum Pidana”. Begitu juga Schravendijk 
dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia” 
6) Perbuatan yang dapat dihukum,digunakan oleh pembentuk undang-
undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan 
Bahan Peledak (baca pasal 3) 
7) Perbuatan pidana, digunalan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai 




Nyatanya kini setidak-tidaknya dikenal ada 7 istilah dalam Bahasa kita 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda).27  
  Adapun beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain: 
a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
b. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met 
schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar 
person”). 
c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh 
Moeljatno, “strafbaar feit adalah kelakuan orang  (menselijke gedraging) 
yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.28 
 
2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 
 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kejahatan merupakan kejahatan 
sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha 
manusia untuk menghapuskan kegiatan itu tidak mungkin bisa dihapus, kecuali 
dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini membuat anak menjadi jahat. 
Dengan sendirinya orang tua gagal untuk menegakkan larangan-larangan untuk 
mencegah kejahatan, yang sebenarnya diharapkan diri setiap kehidupan keluarga. 
Faktor lain yang turut pula mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan adalah 
pendidikannya, faktor pendidikan sangat berpengaruh baik tidaknya sifat manusia, 
Pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, disekolah maupun dalam 
masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Di negara ini, kita 
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mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya karena nasib guru-guru di negara 
kita masih jauh dari kata layak. Kalau guru-guru menderita tekanan ekonomi, 
maka bisa diharapkan dapat mengajar dengan tekun.29 
 Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. E. Sahetapy bahwa tidak baiknya 
suatu pendidikan seringkali menyebabkan perbuatan jahat, orang tua tidak 
memperhatikan pendidikan anaknya serta selalu memberi contoh yang kurang 
baik akan menimbulkan sikap kejahatan pada anak.30 
 Pendapat noach dan Romi mengenai penyebab mengenai penyebab 
kejahatan sebagaimana dikemukakan nampaknya lebih terkait dengan faktor 
lingkungan tempat kediaman, tempat pelaku mengadakan interaksi sosial. Jika 
dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang menjadi 
penyebab kejahatan, maka kemiskinan perekonomian dalam kehidupan yang 
menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Kekawatiran mengenai keadaan ekonomi 
(kemiskinan) sebagai penyebab kemiskinan dirumuskan oleh Plato yaitu kekayaan 
dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mempunyai rasa rendah, 
sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk 
kesenang-senangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di dalam suatu 
negara, janganlah terhadap orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu 
miskin.31  
 Selain itu, menurut W. M. W Noach mengemukakan bahwa faktor yang 
menjadi sebab kejahatan adalah lingkungan, namun para penganutnya berbeda 
dalam memandang faktor tersebut, khususnya dalam menjawab pertanyaan 
pengaruh-pengaruh lingkungan manakah yang penting bagi kriminologi, apakah 
keadaan ekonomi, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kediaman ataukah 
lingkungan geografis. Dalam kajian lebih lanjut menurut Romi Atmasasmita 
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memberikan teori yang dikenal dengan teori differensial association, yang pada 
intinya bahwa : 
a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang 
lain melalui suatu proses komunikasi. 
b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam 
kelompok yang intim. 
c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik 
melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar. 
d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau aturan 
perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai. 
e. Seorang menjadi delinquent, karena penghayatannya terhadap peraturan 
perundang-perundangan lebih sukar melanggar dari pada menaatinya.  
f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi priority dan 
intensity. 
g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola 
kriminal dengan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku 
dalam setiap proses belajar. 
h. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan cerminan dari kebutuhan-
kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal  pun 
merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang 
sama.32 
3. Upaya Penaggulangan Tindak Pidana 
 Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat meliputi ruang lingkup 
yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar ada dua 
yaitu yaitu pertama lewat jalur penal atau hukum pidana, yang lebih menitik 
beratkan pada sifat refresif yaitu sesudah kejahatan terjadi. Dan kedua adalah jalur 
non penal atau diluar hukum pidana, yang lebih menitik beratkan pada sifat 
prepentif,  yaitu sebelum kejahatan terjadi. Upaya penaggulangan kejahatan 
melalui jalur ini lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahataan, maka 
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sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor yang berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 
dapat menimbulkan kejahatan.   
 Upaya penanggulangan tindak  pidana, melaksanakan peran utamanya 
yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin 
menanggapi setiap adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana 
pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di 
dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai 
tindak pidana atau bukan. Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan 
kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. 
Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, 
tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap 
Hak Asasi Manusia.33 
C. Perbarengan (Concursus) 
      1. Pengertian  Perbarengan (Concursus) 
 Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua 
atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan 
pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan 
tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hasil. Pada 
pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan  oleh 
satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana 
yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan 
mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau 
seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan 
tidaklah diperlukan. 
Sehubung dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, 
UTRECHT (1965:197) mengemukakan tentang 3 (tiga) kemungkinan yang 
terjadi, yaitu: 
 
 33 Pratiwi, Veronica dan Nursiti, 2018, “Bidang Hukum Pidana”, Vol. 2, No.4 November 




a) Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya 
dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana 
yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau 
lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan 
kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karena praktis 
disini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, 
karena dari beberapa tindak pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan 
menjadi suatu total yang besar, tapi cukup dengan satu pidana saja tanpa 
memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan 
pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (pasal 
338) tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana 
penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, tetapi cukup dengan satu pidana 
penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, 
pasal 65). 
b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana 
pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, 
maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena 
tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat 
pemberatan pidana dengan sepertiganya. 
c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan 
pidana pada si pembuatannta, namum putusan ini belum mempunyai 
kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan atau 
pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-
sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan 
pada beberapa tindak pidana tersebut. 
Jadi apakah perbarengan ini merupakan dasar pemberat pidana atau 
peringan pidana, bertangtung pada hal yang menjadi dasar pandangannya 
terhadap peristiwa konkrit tertentu, tidak bersifat general untuk segala 
kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan 




yang terberat, tanpa melihat di sana ada beberapa tindak pidana, maka di sini 
perbarengan dapat dianggap sebagai alasan pemberatan pidana. Akan tetapi 
apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya 
dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat 
ancaman pidananya, walaupun  dengan dapat ditambah sepertiga dari yang 
terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada 
pemberatan pidana. Contoh orang yang dua kali melakukan pembunuhan yang 
masing-masing diancam pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, 
yang artinya untuk dua kali pembunuhan itu dapat dijatuhi pidana penjara dua 
kali masing-masing  15 (lima belas) tahun, sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) 
tahun, Namum karena ketentuan perbarengan dia tidak dijatuhi pidana penjara 
dua kali sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) tahun, tapi satu kali maksimum 20 
tahun (15 tahun ditambah sepertiganya). 
Dengan penjelasan diatas, maka lebih bijak kiranya untuk pembicaraan 
mengenai perbarengan ini tidak dimasukan pada pembicaraan tentang dasar 
pemberatan pidana maupun dasar peringanan pidana. Pandangan ini juga lebih 
tepat jika dilihat bahwa menempatannya dalam KUHP berada di luar Bab III 
Buku I Tentang hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, dan 
Memberatkan Pengenaan Pidana. Berbeda dengan pengulangan yang tidak 
mengatur mengenai ketentuan umumnya, hal perbarengan dimuat ketentuan 
umumnya yakni dalam Bab VI (pasal 63-71) KUHP. Ketentuan mengenai 
perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara 
menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (system penjatuhan pidana) 
dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di 
mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. 
Konkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai : 
(a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara 
atau system penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah 
melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan 




Undang-undang menghendaki ialah dengan memberkas beberapa tindak 
pidana itu dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu 
perkara ole satu Majelis Hakim, dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa 
perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa Majelis 
Hakim. Perwujudan dari kehendak Undang-undang ini juga terdapat dalam 
pasal 141 KUHAP atau dulu pasal 250 ayat (14) HIR. Dalam hal ini memang 
berbeda dengan terjadinya atau tindak pidana di mana pelakunya lebih dari 
satu orang, yang disini ada penyertaan, yang dengan alasan misalnya untuk 
kepentingan pemeriksaan, maka boleh dilakukan dengan memecah atau 
memisah-misah berdasarkan orrang-orang yang terlibat dalam tindak pidana 
itu, yang hari ini diperkenankan oleh pasal 142 KUHP atau dulu pasal 250 
ayat (16) HIR. 
2. Perbarengan (Concursus) menurut KUHP 
 Mengenai sistem penjatuhan pidana  pada perbarengan berkaitan langsung 
dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, Undang-undang membedakan 
tiga bentuk perbarengan, ialah: 
a) Perbarengan peraturan (pasal 63), dengan menggunakan system hisapan 
(absorbtie stelsel); 
b) Perbuatan berlanjut (pasal 64), juga menggunakan system hisapan (sama 
dengan perbarengan peraturan); 
c) Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi: 
 Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis (pasal 65), dengan menggunakan system hisapan yang 
diperberat (verscherpte absorbstie stelsel); 
1. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis (pasal 66), dengan menggunakan system 




2. Perbarengan perbuatan antara : (1) kejahatan dengan pelanggaran, dan (2) 
pelanggaran dengan pelanggaran (pasal 70), dengan menggunakan system 
kumulasi murni (het zuivere cumulatie stelsel).34 
 KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab VI Pasal 63-71. 
Dalam rumusan pasal maupun dalam  Bab IX, KUHP tidak memberikan 
definisi/ pengertian perbarengan tindak pidana (concursus) ini. Namun 
demikian, dari rumusan pasal-pasalnya, dapat diperoleh pengertian dan sistem 
pemberian pidana bagi concursus sebagai berikut. 
1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) 
Concursus idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari 
aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis 
adalah system absorbs, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.  
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan 
(kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 
Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan ini ada 
hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut” adalah : 
a. Harus ada satu keputusan kehendak; 
b. Masing-masing perbuatan harus sejenis; 
c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 
3. Corcursus Realis (Pasal 65-71 KUHP) 
Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan 
masing-masing juga perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana 
(tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).35 
 
34 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 




D. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
 Tindak Pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan 
cukup mendapatkan sebuah perhatian didalam kalangan masyarakat. Kejahatan 
pembunuhan tersebut sering terjadi dalam waktu minggu, bulan dan tahun, berita 
kasus tindak pidana pembunuhan akan selalu mendapatkan informasi yang telah 
didengar dari masyarakat sekitar, berita kasus tindak pidana pembunuhan sering 
keluar dalam surat kabar, majalah, stasiun televise nasional maupun local, radio, 
jaringan-jaringan sosial media dan surat kabar online sering memberitakan 
terjadinya kasus kejahatan pembunuhan.36 
 Nyawa merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh 
dan jasmani terdapat  jiwa, dengan jiwa sehingga manusia bisa hidup. Dalam 
kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai 
peberian Tuhan tersebut. Tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang 
muncul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak Pidana ini 
dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang 
mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan 
cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. 
Apakah dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada 
minuman dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air, dan lain sebagainya. 
Cara-cara ini tidak dipersoalkan.37  
Secara terminologis, pembunuhan yaitu sebagai berikut: 
1) Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah 
perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang 
mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan 
karena berpisahnya roh dengan  jasad korban. 
 
35 Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi”, (Depok ; PT RajaGrafindo Persada, 2016),  h 
179-181 
       36 Alrianto,Mulyadi Tajuddin. Rusli Imran Tarsan, Desember 2019. “Pemenuhan Hak 
Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum 
Pidana Di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie, Vol.6, No.2, http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie. Desember 2019  





2) Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jhar et 
al., pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut 
nyawa seseorang. 
3) Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar 
et al., pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan 
kehidupan. 
4) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara pembunuhan 
dan membunuh. Pembunuhan berarti mematikan, menghilangkan, 
menghabisi, yang berakibat pada hilangnya nyawa.38 
 W.J.S. Poerwadarminta (1984:169) mengemukakan bahwa: “pembunuhan 
adalah perbuatan pembunuh”. Istilah membunuh didefinisikannya sebagai 
“membuat supaya mati; mematikan”. Definisi ini mensyaratkan bahwa suatu 
tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian (anasir 1). Ini berarti 
tindakan bunuh diri juga termasuk di dalam definisi tersebut. 
Istilah pembunuhan biasanya disepadankan dengan istilah homidide dalam 
Bahasa inggris. Dalam Webster’s New World Dicnory of The American Language 
(1985:695) diuaraikan bahwa: istilah homidice berasal dari dua kata, yakni: kata 
homo yang berarti a man atau manusia (B.Ind) dan caedere yang berarti to cut 
(memotong) atau to kill (membunuh). Sehingga bila kedua kata tersebut 
digabungkan akan menjadi homicide yang artinya adalah : “setiap perbuatan 
membunuh seseorang oleh orang lain”. 
Definisi yang agak berbeda juga diberikan oleh Daly dan Wilson 
(1988:14). Keduanya mengenukakan bahwa: 
“pembunuhan adalah tindakan-tindakan penyerangan antara pribadi dan 
tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain –
contohnya: peracunan-yang terjadi di luar konteks peperangan, dan tindakan 
tersebut ternyata mengakibatkan celaka)”39 
 
       38 Mardani, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta : Kencana, 2019), h 87-88 




2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP 
 Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokan 
menjadi tiga jenis dalam KUHP sebagai berikut: 
A. Pembunuhan Dengan Sengaja: 
1) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa. 
       Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan  tindak pidana 
pembunuhan dalam bentuk pokok (doodslag). Tindak pidana ini diatur 
dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu 
menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan itu 
dilakukan dengan sengaja.  
2) Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Perbuatan Lain. 
Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP. Unsur-
unsur penting    dalam tindak pidana ini yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a. Unsur objektif, yaitu; 
     1. Perbuatan pembunuhan biasa (doodslag) 
      2. Perbuatan itu, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. 
b. Unsur Subjektif 
Perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk: mempersiapkan; 
mempermudah; jika tertangkap dapat melepaskan diri bersama kawan-
kawan dari hukuman; menjamin barang yang di dapatkan dengan 
melawan hak. Perbedaan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur 
dalam Pasal 338 KUHP ini adalah: “perbuatan itu disertai, diikuti, atau 
didahului dengan perbuatan lain”. 
Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dengan 
maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain atau tindak pidana 




a. Unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti 
pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah 
pelaksaan perbuatan lain atau tindak pidana lain. 
b. Unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti 
pembunuhan dimaksudkan agar dalam hal kepergok (tertangkap 
tangan), pelaku dan peserta lainnya yang dapat dihukum dapat 
menghindarkan diri dari hukuman, jaminan pelaku atau peserta lain 
untuk dapat memiliki barang yang diperolehnya dengan melawan 
hukum. 
3) Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan.  
 Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam  Pasal 340 KUHP, 
atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu atau yang dikenal dengan (moord) (R.Soesilo, 1988: 240). 
 Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang 
direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orrang 
lain; perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, 
yaitu: perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan 
hukum.  
4) Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak 
 Tindak pidana pembunuhan ini dinamakan pembunuhan terhadap 
bayi atau anak yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 341 KUHP. Dari 
rumusan dalam Pasal 341 KUHP tersebut, terdiri dari perbuatan seorang 
ibu yang melahirkan , baik dalam status perkawinan yang sah maupun dari 
hasil perselingkuhan atau belum kawin. Merampas nyawa anak harus 
dibuktikan bahwa nyawa anak itu ketika dilahirkan masih hidup. Maka 
perbuatan dari seorang ibu yang menghilangka nyawa anak tersebut 
dikenakan dalam Pasal 341 KUHP. 




 Kejahatan ini diatur dalam Pasal 342 KUHP. Adapun unsur-unsur 
yang perlu diketahui dalam perumusan pasal ini adalah: 
a. Unsur objektif, yaitu: 
a) Seorang ibu; 
b) Menghilangkan jiwa anaknya yang sedang dilahirkan atau yang 
segera setelah dilahirkan; 
c) Adanya niat yang menjalankan keputusan yang sebelumnya; 
dan 
d) Karena takut diketahui orang, bahwa ia tidak lama lagi akan 
melahirkan anak. 
e) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja semua unsur ini sama 
dengan unsur yang terdapat dalam pembunuhan anak dalam 
Pasal 341 KUHP, kecuali unsur, untuk menjalankan keputusan 
yang diambilnya dalam menghilangkan jiwa anaknya karena 
takut diketahui, bahwa ia akan melahirkan anak. Niat untuk 
membunuh anaknya timbul sebelum anak itu dilahirkan atau 
segera setelah dilahirkan, karena takut diketahui oleh orang lain. 
6) Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Anak 
 Tindak pidana ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 344 KUHP. 
Dalam pasal ini yang terpenting sebagai berikut: 
a. Orang “yang ikut serta” (mededader) dan “membantu melakukan” 
(medeplicthing) pada pembunuhan anak tersebut dalam pasal 341 
dan 342 dihukum menurut peraturan tentang turut serta dan 
membantu melakukan kejahatan pembunuhan dalam Pasal 338 
(doodslag) dan Pasal 340 (moord); 
b. Tentang “turut serta” dapat diperlakukan Pasal 55 KUHP, sedang 
membantu melakukan dikenakan Pasal 56 KUHP. 
c. Tindak Pidana Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri 
       Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 344 KUHP. Istilah 




killing (Adami Chazawi, 1999: 133). Euthanasia dalam KUHP 
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Euthanasia secara 
hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yakni 
permintaan pasien pada dokter. Pasal-pasal yang dapat diterapkan 
berkaitan dengan euthanasia adalah pasal mengenai pembunuhan, 
yakni Pasal 338, 340,334, dan 345 KUHP. 
7) Tindak Pidana Menghasut untuk Bunuh Diri 
 Jenin tindak pidan ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 345 KUHP. 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam jenis tindak pidana ini, adalah: 
a. Unsur objektif: 
a) Membujuk orang lain untuk bunuh diri; 
b) Menolong orang lain untuk bunuh diri; 
c) Memberi bantuan untuk bunuh diri; 
d) Perbuatan bunuh diri telah terlaksanakan. 
e) Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. 
8) Tindak Pidana Terhadap Gugurnya Kandungan 
 Yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP. Tindak pidana yang 
objeknya adalah kandungan yang sudah terbentuk janin manusia maupun 
kandungan yang belum bentuk manusia. 
1. Tindak Pidana Terhadap Gugurnya Kandungan Tanpa Izin 
Jenis pidana ini diatur dalam Pasal 347 KUHP. Berdasarkan 
rumusan dalam Pasal 347 bahwa perbuatan yang dilakukan 
menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh 
orang lain bukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Hal 
ini jika dicermati rumusan Pasal 347 KUHP ini berbeda dengan 
rumusan yang ada dalam Pasal 346 KUHP ini berbeda dengan 
rumusan yang ada dalam pasal 346 KUHP di mana pelakunya bisa 
perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain40 
 




B. Pembunuhan Semi Sengaja 
Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan 
oleh seseorang dengan kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai 
contoh; seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, 
tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru 
tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. 
Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan 
semi sengaja, bila terpenuhi rukun  (unsur-unsur) nya sebagai berikut: 
1. Pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan 
kematian si korban. Adapun perbuatan tersebut seperti memukul, 
melukai, menenggelamkan, membakar, memberi racun tanpa ada 
kesengajaan membunuh. 
2. Pelaku tindak pidana melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja 
mencederakan, bukan sengaja membunuh. 
3. Antara perbuatan dan kematian tersebut ada pertalian sebab akibat. 
 Maksudnya, perbuatan itu merupakan sebab langsung kematian 
tersebut. Jika tidak ada pertalian sebab akibat, maka pelaku tindak 
pidana tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi dia 
bertanggung jawab sebagai pemukul atau orang yang mencederakan. 
C. Pembunuhan Tidak Sengaja 
 Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang 
lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa 
seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang 








 Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana 
pembunuhan karena kesalahan, bila terpenuhi beberapa rukun (unsur-
unsur) nya, sebagai berikut: 
1. Perbuatan yang menyebabkan kematian. 
 Perbuatan yang menyebabkan kematian ini baik dikehendaki oleh si 
pelaku seperti mau menembak burung tapi mengenai orang atau tidak 
dikehendaki tapi perbuatan itu terjadi karena kelalaiannya seperti membunuh 
orang disebelahnya padahal si pelaku sedang tidur. 
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan si pelaku tindak pidana. 
 Kesalahan itu ada selama perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu 
mengakibatkan yang tidak dikehendaki oleh si pelaku baik secara langsung 
maupun tidak langsung, baik pelaku itu menghendaki perbuatan atau 
meninggalkan perbuatan itu maupun tidak menghendakinya,  yang penting 
perbuatan yang menyebabkan kematian itu terjadi akibat ketidak hati-
hatiannya atau pelanggarannya terhadap tata tertib umum. 
3. Antara kesalahan dan kematian itu ada ikatan sebab akibat. 
 Supaya si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, disyaratkan 
perbuatan jahatnya itu akibat kesalahanya dan kesalahan itu menyebabkan 
kematian. Jadi dengan demikian ada pertalian sebab akibat antara kesalahan 
dan kematian.41 
E. Tindak Pidana Penganiayaan Berat  
1.   Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berat 
Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 
pada tubuh orang lain.42 Seseorang dikatakan melakukan penganiayaan berat jika 
 
       41 Mardani, “Hukum Pidana Islam”, h 90-93 
       42 Sasi, Kartika Wahyuningrum. Sutra Disemadi & Soponyono Eko, Juni 2019. 




niat untuk melakukan tindakan tersebut memang untuk melukai berat orang lain. 
Dan apabila tidak diniatkan demikian dan luka berat tersebut hanya bagian dari 
akibat dari tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut hanya tergolong 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (dikenakan Pasal 351 KUHP), 
dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman. 
Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: 
a. Kesalahannya : kesengajaan 
b. Perbuatan : melukai berat 
c. Objeknya : tubuh orang lain 
d. Akibat : luka berat 
Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini 
harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan 
pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 
Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut (Wirjono 
Prodjodikoro, 2008:70). 
a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan 
sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut . 
b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian 
c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra 
d. Kekudung-kudungan 
e. Gangguan daya berfikir selama lebih dari empat minggu 
f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak  yang masih ada dalam 
kandungan. 
Penganiayaan berat ada dua: 
1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1) 
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2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)43 
2. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam KUHP 
 Adapun penganiayaan berat diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya 
sebagai berikut: 
1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 
2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.44 
 Perbuatan melukai berat (zwar licbamelijk letsel toebrengt) atau dapat 
disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan 
dengan sengaja. Kesengajaan (opzettelijk) di sini haruslah diartikan secara luas, 
artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pada penganiayaan berat, 
apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi haruslah bercobaannya. Yakni 
percobaan penganiayaan  berat (354 jo 53). Tetapi penganiayaan biasa dan 
penganiayaan berencana sudah terjadi secara sempurna tanpa harus timbulnya 
akibat luka berat. Karena luka berat pada penganiayaan biasadan penganiayaan 
berencana, adalah suatu faktor atau unsur memperberat pidana, tanpa adanya 
unsur memperberat , kejahatan ini dapat terjadi. Sedangkan luka berat pada 
penganiayaan berat tidak terjadi. Pada penganiayaan berat, dapat menimbulkan 
kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama 
dengan kesengajaan terhadap kematian pada penganiayaan biasa dan 
penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian 
ini tidaklah menjadi tujuan / dikehendaki. Pada penganiayaan biasa yang 
menimbulkan kematian (351 ayat 3), kesengajaannya ditujuan pada perbuatan 
yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana (353) 
kesengajaannya disamping  ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama 
seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana lebih dulu, dan 
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sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat 
(354), kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada 
akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam 
penganiayaan biasa (351) dan penganiayaan berencana yang menimbulkan 
kematian (353 ayat 3) serta penganiayaan berat (354) adalah sama, dalam arti 
kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat 
kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan 
berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam 
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A. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian 
yuridis empiris. Pendekatan  yuridis empiris adalah  pendekatan yang 
digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di 
lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber  yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
   B. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini di laksanakan di Desa Abbanderang Kab. Wajo, Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dan di Polsek Pitumpanua. Dalam hal ini, lokasi penelitian 
dilakukan secara purposive (langsung). 
   C. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan salam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder, Kedua sumber data tersebut akan 
dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Sumber Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik 
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi kemudiandiolah oleh peneliti.  
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 








D. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengungkap atau menjaring informasi dari responden ataupun informan 
sesuai lingkup penelitian. Dalam upaya mengakuratkan data penelitian, dapat 
menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari 
peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek 
penelitian.  
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 
pengumpul data (wawancara) dengan sumber data informan.  
3. Dokumentasi  
Dokumentasi dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen 
resmi, dan dokumen budaya popular. Kadang-kadang dokumen ini 
digunakan dalam hubungannya dengan wawancara dan observasi 
berperanserta.47 Penulis melakukan dokumentasi dengan melihat dokumen 
seperti peraturan dan putusan, maupun gambar atau data yang berkaitan 
dengan judul penelitian.  
4. Studi Kepustakaan  
Yakni bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun atau 
melakukan penelusuran dalam dokumen-dokumen atau keterangan-
keterangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Penulis akan 
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan didapatkan dari 
praturan perundang-undangan, internet, dan semua bahan hukum yang 
memiliki keterkaitan dengan judul yang dibahas.  
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E. Instrumen Penelitian 
 Instrument penelitian yakni alat-alat yang digunakan dalam melakukan 
pengumpulan data. 
Adapaun jenis instrument yang digunakan Penelitian adalah : 
1. Wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang akan 
dipakai dalam pengumpulan data. 
2. Buku catatan atau alat tulis, adalah alat bantu yang akan digunakan untuk 
mencatat semua percakapan dengan sumber data. 
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip-arsip dan foto kegiatan selama penelitian ini dilakukan. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data. 
 Dalam pengolahan data, ada beberapa teknik  atau langkah yang 
dilakukan, yakni: 
1. Seleksi data, yakni memilih data yang sesuai dengan topik penelitian. 
2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data yang diperoleh dalam 
penelitian sesuai  dengan pokok pembahasan untuk memudahkan dalam 
mendeskripsikannya. 
3. Pemeriksaan data atau Editing, yaitu memeriksa kembali data yang telah 
diperoleh dalam tahap penelitian.  
4. Penyusunan data, yakni menyusun data-data yang telah diperoleh sesuai 
dengan aturan yang berurut dan sistematis dan telah sesuai dengan 
jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
Setelah semua data telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode 
analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis kualitatif yakni 
analisis yang dilakukan dengan melakukan penjabaran secara jelas mengenai 
kenyataan atas suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran 
yang lebih jelas dan terinci terkait dengan permasalahan hingga kita mudah 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran  Umum Wilayah Penelitian 
  Kab Wajo terletak pada koordinat antara 3°39’- 4°16’ Lintang  Selatan 
dan 119° 53’ - 120°27’ Bujur Timur. Kab Wajo memiliki luas wilayah 2.506,19 
km2 atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada 
ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari 
selatan ke utara. Daratan rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan 
barat. Danau Tempe terletak  dibagian barat sedangkan pesisir pantai membentang 
disebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai. Dalam 
konteks regional, Kab Wajo tertelak di sebelah selatan berbatasan dengan Kab 
Soppeng dan Kab Bone, di sebelah utara dengan Kab Luwu dan Kab Sidrap, di 
sebelah timur dengan teluk Bone, dan disebelah barat dengan Kab Soppeng dan 
Sidrap. Terciptanya pemerintahan demokratis, beriman, dan bertakwa, bebas dari  
kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), dan berwibawa dalam melayani masyarakat 
serta menjadi kreatif produktif dan mandiri menuju terciptanya Kab Wajo sebagai 
salah satu pusat agribisnis di Sulawesi Selatan. 
 Desa abbanderang memiliki luas daerah yaitu ±2,00 𝐾𝑀2. Adapun batas 
wilayah desa yang dibentuk yaitu Sebelah Utara Desa Tanggoko, Sebeleh Timur 
Desa Padang Loang, Sebelah Selatan Desa Botto Tengnga, dan Sebelah Barat 
Sungai Lompo Loang. Dusun-dusun di Desa Abbanderang sebelum pemekaran 
Desa, yaitu terdiri dari Dusun Masara, Dusun Batangpare, Dusun Patongai, dan 
Dusun Colli Pakue. 
 Polsek Pitumpanua terletak di Jl. Poros Palopo-Makassar, Bulete, 
Pitumpanua, Kab Wajo, Sulawesi Selatan 90992, Indonesia. Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Sektor (Polsek) berkedudukan sebagai basis deteksi dan 
operasional kepolisian, sebagai pelaksanaan utama Polsek pada tingkat 





1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat 
secara terus menerus sepanjang waktu di wilayah hukumnya. 
2. Mengemban dan melaksanakan fungsi managemen Kepolisian bagi 
terselenggaranya keamanan di wilayah hukumnya. 
 





















Adapun Tugas dari Kepolisian Sektor Pitumpanua (Polsek Pitumpanua) 
1. Memimpin, membina dan mengawali / mengendalikan serta mengarahkan 




a. Memimpin rapat staf baik yang bersifat rutin maupun insientil 
terkait pelaksanaan tugas baik dibidang operasional maupun 
pembinaan / staf. 
b. Mengolah permasalahan yang timbul baik terkait dengan pelaksaan 
tugas unit-unit organisasi ditingkat Polsek  baik dibidang 
operasional maupun pembinaan 
c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
yang dilakukan Batud / Ur Baket / Kepala Sentral Pelayanan 
Kesatuan, para Kanit dan Banbinkamtibmasyang berhubungan 
dengan dinamika operasi satuan organisasi sebagaimana rencana 
kerja dan penetapan kinerja satuan organisasi serta memberi 
pengarahan dan bimbingan teknis. 
d. Membina kesatuan yang meliputi: 
1) Pembinaan mental disiplin anggota; 
2) Pembinaan sarana materil; 
3) Pembinaan administrasi, keuangan dan logistik 
2. Memberikan saran pertimbangan melaksanakan terhadap segala kegiatan 
anggota. 
a. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolsek, khususnya 
mengenai hal-hal yang berkenan dengan pelaksanaan tugas 
Kepolisian di wilayah baik dimintamaupun tidak diminta. 
b. Meneruskan dan menjelaskan segala kebijaksanaan & perintah 
pimpinan kepada anggota dan melaksanakan kebijaksanaan serta 
perintah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. 
c. Menyusun rencana program kegiatan Polsek & mengarahkan / 
mengawasi / mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin 
tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.  
d. Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 




3. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh 
sosial masyarakat dan instansi pemerintah khususnya pemerintah desa / 
kelurahan & kecamatan  
4. Memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional kepada Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugas diwilayah 
kerjanya. 
5. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk mendorong 
peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum 
dan perundang-undangan, serta peran serta masyarakat dalam pengamanan 
swakarsa. 
6. Kapolsek dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Bataud, Baur Pul Baket, 
Ka SPK, Para Kanit dan Babinkamtibmas. 
 
Selain itu ada juga Tugas Pokoknya yaitu :   
Polsek bertugas menyelenggarakan tugs pokok polri dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam 
daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Adapun Fungsi dari Kepolisian Sektor Pitumpanua (Polsek Pitumpanua) 
a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk 
penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan 
pertolongan termasuk pengamatan kegiatan mayarakat dan instansi 
pemerintah dan pelayaan surat izin / keterangan serta pelayanan 
pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
b. Penyelenggaraan fungsi Intelejen di bidang keamanan meliputi dini (early 
delection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan 





c. Penyelenggaraan turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 
pemerintah dalam rangka dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat & penanganan Tipiring & pengamanan markas.  
d. Penyelenggaan turjawali, pengamanan kecelakaan lalu lintas guna 
mewujudkan kamseltibcarlantas. 
e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan.  
f. Pemberian bantuan hukum  bagi personil Polsek beserta keluarganya serta 
penyuluhan hukum kepada masyarakat. 
g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya 
kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.  
h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan 
i. Penyelengaraan administrasi umum dan ketatausahaan. 
j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan 
dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek. 
 





B. Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai  
     Penganiayaan Berat di Desa Abbanderang Kab. Wajo? 
 
1.   Kasus Posisi 
 Pembunuhan disertai penganiayaan berat terjadi di  Desa Abbanderang, 
Kab.Wajo, Sulawesi Selatan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 sore. 
Berawal dari kisah seorang gadis yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah 
Atas (SMA) bernama Andini (17) yang tinggal bersama dengan kakeknya, yang 
bernama Wahid (58) dan neneknya yang bernama Nawiah (56). Pelaku yang 
bernama  Asriadi (25) juga hanya tinggal  berdua bersama neneknya sejak kecil, 
karena orang tua dari asriadi sudah cerai, ibunya memutuskan untuk menikah lagi 
dan tinggal bersama suami barunya. Dan kakek Asriadi (pelaku) telah meninggal. 
Korban dan pelaku memang merupakan tetangga dekat yang hanya diantarai oleh 
beberapa rumah, dan diketahui juga bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan 
keluarga.   
 Pelaku yang dari kecil hanya tinggal bersama neneknya sering merasa 
kesepian, selain itu pelaku juga ada rasa suka terhadap anak gadis yang 
merupakan cucu dari kakek dan nenek tersebut sehingga hampir setiap hari pelaku 
ke rumah korban untuk menonton tv. Disinilah penyebab utama adanya dendam 
pelaku terhadap korban. Karena korban tidak sengaja mengeluarkan kata-kata 
bahkan kalimat-kalimat yang membuat pelaku tersinggung, padahal korban hanya 
menganggap biasa kalimat-kalimat yang dikeluarkan pada waktu itu. Salah satu 
korban yaitu si nenek Nawiah (56) memang  cerewet, karena diketahui bahwa 
memang semua orang yang sudah tua sering bersikap protektif, cerewet dan 
bahkan suka marah-marah, karena itu merupakan bentuk  kepedulian dan kasih 
sayang terhadap orang-orang dekat disekitarnya (keluarganya), karena memang 
diketahui bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga. Tapi pelaku 
menanggapinya dengan maksud lain yang membuatnya tersinggung sehingga ia 
kesal dan sakit hati, dan akhirnya pelaku menaruh dendam terhadap korban. 




memiliki penyakit gangguan jiwa, yang sering datang sewaktu-waktu. Dan pelaku 
juga sempat berhenti sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
karena penyakitnya yang sering kambuh tiba-tiba. 
 Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 17.30 sore Asriadi (pelaku) tiba-
tiba mendatangi rumah kakek Wahid (58) dan nenek Nawiah (56) yang 
merupakan korban, dengan membawa sebilah parang yang sudah terhunus, yang 
telah ia siapkan beberapa hari yang lalu. Tanpa banyak tanya, Asriadi (Pelaku) 
langsung memarangi Wahid  dan istrinya Nawiah. Sang cucu yang mendengar 
kejadian itu dari sekolah langsung ke lokasi kejadian dan memanggil tetangga 
disekitar rumahnya. Dan tak sampai disitu pelaku setelah memarangi kakek 
Wahid dan Istrinya Nawiah, saat hendak keluar dari rumah korban, Asriadi 
(pelaku) mendapati Andini yang baru pulang dari sekolah. Tanpa ampun, Asriadi 
juga memarangi Andini dibagian tangannya yang nyaris putus. Setelah itu pelaku 
merampas motor teman Andini (korban) kemudian melarikan diri. Dan pelaku 
ditemukan di daerah Kecamatan Keera.  
 Wahid (kakek) yang mengalami luka di kepala, perut dan kedua tangannya 
meninggal di TKP. Sementara Nawiah (nenek) yang mengalami luka tebasan 
perang diperutnya sempat dilarikan ke RSUD Siwa, namun nyawanya juga tak 
tertolong. Adapun cucunya (Andini), sempat juga dilarikan ke RSUD Siwa, 
sebelum  mendapatkan perawatan intensif di RSUD Lamadukelleng, Sengkang, 
Kab. Wajo. Korban meninggal dua orang, suami istri atau kakek dan nenek 
Andini. Sementara satu korban lagi, yaitu cucunya Andini dirawat secara intensif 
karena, mengalami luka berat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Asriadi 
(pelaku). 
 
2. Faktor-faktor terjadinya atau penyebab kejahatan tindak pidana 
Concursus Pembunuhan disertai Penganiayaan berat. 
 Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan bahwa 
Kejahatan Tindak Pidana concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat ini 
merupakan kejahatan yang pertama kali terjadi di Desa Abbanderang dan sangat 




merupakan sepasang suami dan istri dibunuh secara sadis serta 1 korban 
penganiayaan berat yang merupakan cucu dari sepasang suami istri tersebut, 
sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai kasus tindak pidana concursus ini.  
 Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, terdapat beberapa 
faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut, 
yaitu berupa faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor yang 
berpengaruh secara tidak langsung. 
 Adapun beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Perasaan Sakit Hati  
 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah-satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana concursus pembunuhan disertai 
penganiayaan berat di Desa Abbanderang ini dilatarbelakangi oleh sakit hati 
terhadap korban. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu 
polisi yang menangani kasus tersebut, Bripka Salam S.H (wawancara pada 
tanggal 11 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa : 
 “Kasus Concursus ini merupakan kasus yang tergolong sangat sadis, 
 bagaimana tidak, dalam kasus ini cara membunuhnya yaitu dengan 
 membawa sebilah parang dan tanpa banyak tanya,  pelaku langsung 
 memarangi korban. Katanya sering dibilangi kamu ini gila, ada rasa 
 dendam (tidak terima pelaku dibilangi gila)”  
  
 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, sakit hati akibat sikap 
atau perbuatan  seseorang dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak 
pidana seperti kasus tersebut yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini 
dimana seseorang terbunuh dan teraniaya akibat sikap dan perbuatannya sendiri 
yang menyebabkan seseorang merasa sakit hati sehingga adanya dendam 
terhadap korban  dan menimbulkan keinginan untuk membunuhya. 
  
 Menurut Becce, salah satu seorang tetangga korban (wawancara pada 




“Itu kan kalau orang sudah tua (nenek-nenekmi) cerewet, trus 
sembarangmi nabilangiwi itu nana’e jadi itumi  sakit hatimi. (Seorang 
yang sudah tua biasanya  banyak bicara, sehingga ada kata-kata yang 
membuat si pelaku tersinggung dan sakit hati) ” 
  
 Kasus ini bermula pada pelaku yang dari kecil hanya tinggal bersama 
neneknya, sehingga  sering merasa kesepian, selain itu pelaku juga ada rasa suka 
terhadap anak gadis yang merupakan cucu dari kakek dan nenek tersebut sehingga 
hampir setiap hari pelaku ke rumah korban untuk menonton tv. Disinilah 
penyebab utama adanya dendam pelaku terhadap korban. Karena korban yang 
sering berbicara pada saat pelaku sedang menonton tv tidak sengaja mengeluarkan 
kata-kata bahkan kalimat-kalimat yang membuat pelaku tersinggung, padahal 
korban hanya menganggap biasa kalimat-kalimat yang dikeluarkan pada waktu 
itu. Salah satu korban yaitu si nenek Nawiah (56) memang  cerewet, karena 
diketahui bahwa memang semua orang yang sudah tua sering bersikap protektif, 
cerewet dan bahkan suka marah-marah, karena itu merupakan bentuk  kepedulian 
dan kasih sayang terhadap orang-orang dekat disekitarnya (keluarganya), karena 
memang diketahui bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga. Tapi 
pelaku menanggapinya dengan maksud lain yang membuatnya tersinggung 
sehingga ia kesal dan sakit hati, dan akhirnya pelaku menaruh dendam terhadap 
korban. 
 Perasaan sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak 
kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana concursus yang terjadi di Desa 
Abbanderang ini. Hal ini disebabkan karena perasaan sakit hati merupakan suatu 
hal yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan bisa saja 
menimbulakn suatu kejahatan seperti contohnya kasus pembunuhan disertai 
penganiayaan berat yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Desa 
Abbanderang Kab.Wajo. 
 
1. Kejiwaan Yang Terganggu 
 Faktor lain yang juga berpengaruh secara langsung atas terjadinya 




pelaku yang terganggu. Menurut Bripka Salam S.H (wawancara pada tanggal 11 
Januari 2021) salah seorang polisi yang menangani kasus tersebut bahwa : 
  “Berdasarkan informasi yang saya dapat memang pelaku gila. Dan sudah  
  dibawa ke Rumah Sakit Dadi, hasil visum dari rumah sakit mengatakan  
  bahwa memang dia gangguan jiwa” 
   
 Pelaku memang diketahui memiliki gangguan pada otak atau memiliki 
penyakit gangguan jiwa, yang sering datang sewaktu-waktu. Apabila kambuh 
pelaku sering berbicara sendiri sambil jalan. Dan pelaku juga sempat berhenti 
sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena penyakitnya yang 
sering kambuh tiba-tiba. 
 Menurut Becce, salah satu seorang tetangga korban (wawancara pada 
tanggal 19 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa : 
 “Stres sekali itu nana’e, selalu diobati sama neneknya, dibawa pergi 
 diobati di rumah sakit . kalau datang lagi sakitnya bicara-bicara sendiri, 
 tapi kalau datang lagi sehatnya bersih sekali itu kebunnya na kasih bersih” 
 
 Dapat disimpulkan bahwa memang pelaku memiliki penyakit gangguan 
jiwa sejak iya masih berumur belasan tahun. Dan salah satu faktor utama dari 
kasus ini memang disebabkan oleh adanya penyakit gangguan jiwa yang dimiliki 
oleh seorang pelaku, sehingga tanpa perfikir panjang ia berani melakukan tindak 
pidana concursus ini.  
 Selain faktor yang berpengaruh secara langsung, terdapat beberapa faktor 
yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejahatan pembunuhan disertai 
penganiayaan berat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut : 
  
1. Faktor lingkungan masyarakat sekitar 
  Lingkungan masyarakat merupakan faktor penting yang membangun 
kepribadian seseorang. Masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang 
sama seharusnya dapat saling menghargai dan menghormati tanpa mengenal batas 
usia. Seseorang yang berusia lebih muda pun berhak untuk mendapatkan porsinya 




 Dalam kasus ini diketahui bahwa memang pelaku tidak memiliki teman 
seumuran disekitar rumah dan bahkan teman sekolahpun tidak ada, sehingga 
membuatnya kurang pergaulan. Dia hanya bergaul dengan orang-orang yang jauh 
lebih tua dari umurnya. Selain itu korban yang melihat usia pelaku yang jauh lebih 
muda darinya, sehingga dianggap tidak menjadi ancaman bagi mereka ketika 
bertindak atau mengeluarkan kalimat yang dapat menyinggung perasaan ke 
pelaku. Sikap korban yang tidak menghargai keberadaan pelaku tersebut memicu 
pelaku untuk menunjukkan eksistensi dirinya dengan membalas perbuatan korban, 
bahkan dengan balasan yang lebih kejam.  
 Kebiasaan untuk saling menghargai dalam suatu lingkungan masyarakat 
ini setidaknya selalu diterapkan dalam kondisi apapun, baik disengaja maupun 
tidak disengaja. Perkataan kasar atau merendahkan yang seringkali terlontar tanpa 
sengaja pun dapat menyebabkan orang lain sakit hati dan timbul keinginan untuk 
membalasnya. Seperti halnya dalam kaus ini, pelaku melakukan kejahatan ini atas 
latarbelakang perbuatan atau perkataan korban yang menimbulkan perasaan benci. 
Salah seorang tetangga pelaku Darmawati, (wawancara pada tanggal 20 Januari 
2021) menerangkan bahwa : 
 “Tidak ada temannya orang disini, di rumah terus tinggal. Jarang keluar 
 main-main. Itu anak dari waktu masih kecil selalumi  ikut ke kebun sama 
 neneknya untuk berkebun”. 
  
 Lingkungan sekitar seharusnya dapat membantu tumbuh kembang 
seseorang dalam membentuk kepribadiannya. Memiliki teman seusia 
dilingkungan rumah dan bahkan teman sekolah sangat penting karena akan 
membuat wawasan seseorang terbuka dan dapat belajar menyesuaikan diri 
dimanapun ia berada. Sehingga seseorang tidak mudah tersinggung dan bahkan 
dapat memahami dan menghargai orang yang lebih tua. Sedangkan pelaku yang 
diketahui memang kurang pergaulan, sehingga dengan mudah tersinggung dengan 
kalimat-kalimat seseorang, tanpa memikirkan dulu apa maksud dan tujuan 
pembicaraan tersebut.  
 Selain itu lingkungan yang kondusif dimana setiap orang dapat saling 




berjiwa besar dan serta merta pula menghargai orang yang lebih dewasa. Ketika 
keberadaan mereka diperhitungkan maka seseorang yang berusia muda pun akan 
terdorong untuk bertanggung jawab atas peran mereka dalam masyarakat.  Hal ini 
dapat dilakukan dengan melibatkannya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan 
dan memberikan tanggung jawab kegiatan sesuai dengan porsi usia mereka. 
Kegiatan positif akan mencegahnya untuk sekedar berkumpul dengan 
seusianyamembicarakan atau mendiskusikan hal-hal negative. 
2. Rendahnya tingkat pendidikan 
 Tingkat pendidikan seseorang anak atau remaja erat kaitannya dengan 
eksistensi mereka dalam lingkungan masyarakat seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Anak yang tingkat pendidikannya rendah seringkali merasa rendah 
diri untuk terlibat dalam kegiatan dalam kemasyarakatan utamanya yang 
melibatkan orang lain dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 
 Seperti yang diketahui bahwa pelaku hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), 
pelaku dulu sempat melanjutkan pendidikannya juga ke tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) tetapi tidak selesai karena ia sering sakit. Menurut 
Becce, salah satu seorang tetangga korban (wawancara pada tanggal 19 Januari 
2021), beliau mengatakan bahwa : 
“Tidak sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena tiba-tiba 
dia berenti sekolah. Dia cuman lulusan Sekolah Dasar (SD) saja” 
  
 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang 
rendah dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan masyarakat 
karena merasa rendah diri. Mereka menjadi orang yang anti-sosial, dan cenderung 
bersikap lebih emosional dalam menaggapi suatu hal.   
 
3. Faktor Keluarga 
 Keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter seorang 
anak. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama seorang anak tumbuh 
dan berkembang menuju arah dewasa dan didalam keluarga anak mendapatkan 




peranan yang sangat penting dalam perkembangan serta pembentukan karakter 
seorang anak.  
 Seperti yang diketahui bahwa si pelaku yang bernama Asriadi (25), sejak 
kecil hanya tinggal berdua bersama neneknya, dikarenakan kakek dari pelaku 
sudah meninggal dunia. Dan pelaku merupakan korban dari perpisahan kedua 
orang tuanya atau korban broken home. Dimana ibunya yang telah bercerai 
dengan ayahnya dan memutuskan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain 
dan ikut bersama suami barunya untuk tinggal bersama. Sedangkan ayahnya pergi 
begitu saja ke daerah lain meninggalkan anaknya (pelaku) tinggal bersama 
neneknya. 
 Menurut Darmawati, salah satu seorang tetangga pelaku (wawancara pada 
tanggal 20 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa : 
“Sama neneknya tinggal (sudah tua), meninggalmi kakeknya, Dari dulu 
tinggal sama nenek ” 
  
 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan 
keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan anak itu 
sendiri. Lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi 
perkembangan anak,  sedangkan lingkungan keluarga yang buruk akan 
menimbulkan pengaruh negative terhadap perkembangan anak tersebut sampai 
dewasa nanti. Oleh karena itu sangat wajar apabila faktor keluarga sangat 
mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.  
 
C. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Di Polsek Pitumpanua 
     Dalam Menaggulangi Pelaku Tindak Pidana (Concursus) 
     Pembunuhan Disertai Penganiayaan berat. 
 
 Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kec. Pitumpanua 
(Polsek Pitumpanua) dalam menangani kejahatan yang diakibatkan pembunuhan 





 Pre-emtif merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui 
kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, 
pendorong, dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif 
Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran 
dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma 
hidup.48 
 Menurut Aiptu Wahudin S.H (wawancara pada tanggal 12 Januari 2021) 
beliau mengatakan bahwa : 
 “Menanamkan nilai-nilai keagamaan (melakukan pembinaan keagamaan), 
 kita suruh shalat dan mengaji.” 
 
2. Preventif 
 Bahwa teori pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh 
karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) 
untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi atau dengan kata 
lain mencegah terjadinya ancaman factual. Upaya preventif ini bukan semata-mata 
dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti guru, 
pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan keluarga maupun peran 
masyarakat.49  
 Menurut Bripka Salam S.H (wawancara pada tanggal 11 Januari 2021) 
beliau mengatakan bahwa : 
 “Apakah kita melakukan koordinasi dengan keluarganya, kita mendekati 
 keluarganya nanti dia yang bujuk, selain itu kita juga melakukan 
 perdekatan atau koordinasi sama tokoh agama.” 
 
3. Represif 
 Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih 
dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan 
memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Tindakan ini 
dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini 
 
 48 Laksana ,Andri Winjaya, Desember 2014.“Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak 
Kejahatan”,  Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 No. 3, September-Desember 2014, h 304 




meliputi cara apparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan 
lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya 
sampai dengan pemidanaan narapidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara 
represif ini juga dilakukan dengan cara rehabilitas50 
 Dimana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
adalah dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna 
menolong si korban dan melakukan penagkapan dan penahanan terhadap 
tersangka, dan kemudian diproses dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan 
ke kejaksaan untuk disidangkan. Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Wahudin 
S.H mengatakan bahwa : 
 “Petugas juga biasanya melakukan beberapa tindakan seperti upaya 
 treatment dan rehabilitas”. 
  
 Selain itu adapun upaya represif yang dilakukan kepolisian adalah 
melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan pembunuhan pasal 338 KUHP. 
Dan penganiayaan berat diatur oleh pasal 354 KUHP. Mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diatur dalam Pasal 65 KUHP 
mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan 
nama concursus realis. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya 
disebut KUHAP) merupakan dasar bagi penegakan hukum pidana itu sendiri, 
dimana KUHAP mengatur bagaimana tata cara mengajukan suatu perkara pidana 







 50 Ceressey, Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, (Bandung : 







 Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan di atas dengan Judul 
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Concursus Pembunuhan disertai 
Penganiayaan berat (Studi Kasus Desa Abbanderang, Kab.Wajo)  serta penelitian 
yang  penulis telah lakukan maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. Terjadinya tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan 
berat di Desa Abbanderang, Kab. Wajo disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu ada faktor yang berpengaruh secara langsung dan ada faktor yang 
berpengaruh secara tidak langsung. Dimana faktor yang berpengaruh 
secara langsung terdiri dari dua faktor, yaitu pertama adalah perasaan sakit 
hati yang dimiliki oleh pelaku sehingga dia memiliki dendam untuk 
menyelesaikannya dan memilih membunuh korban dan melakukan 
penganiayaan berat terhadap salah satu korban lain. Faktor yang ke dua 
adalah kejiwaan pelaku, yaitu terganggu  pikirannya (stres), tidak akan 
tenang apabila pelaku tidak melampiaskannya terhadap korban. Adapun 
faktor yang berpengaruh secara tidak langsung  adalah faktor lingkungan 
masyarakat sekitar, faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor 
keluarga. Adanya ketiga faktor tersebut juga sangat berpengaruh terhadap 
seseorang sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri 
sendiri maupun orang lain.   
 
2. Upaya yang dilakukan kepolisian di Polsek Pitumpanua dalam 
 menaggulangi masalah tindak pidana concursus pembunuhan dan 




 (pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiata 
 edukatif), seperti menanamkan nilai-nilai keagamaan (melakukan 
 pembinaan keagamaan), terutama shalat dan mengaji. Kedua yaitu 
 melakukan upaya preventif (pencegahan yang dilakukan melalui 
 pengawasan dan pengendalian),seperti melakukan koordinasi dengan 
 keluarganya dan juga melakukan perdekatan atau koordinasi sama tokoh 
 agama. Dan yang terakhir adalah melakukan upaya represif (upaya 
 penindakan dan penegakan hukum, sesuai dengan undang-undang yang 
 berlaku untuk membuat efek jera pelaku). 
 
B. Implikasi Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan hal-
hal sebagai berikut : 
1. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang ditujukan kepada masyarakat, 
dengan melihat faktor penyebab dari tindak pidana concursus pembunuhan 
disertai penganiayaan berat maka untuk menghindari hal-hal tersebut 
sebaiknya masyaratakat diberikan pengetahuan dan menambah 
wawasannya  dan sebagai masyarakat harus dapat mengontrol perilaku di 
dalam masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, agar dapat 
meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya tindak pidana concursus 
(pembunuhan disertai penganiayaan berat).  
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan tindakan 
yang bersifat pre-emtif dan preventif serta represif dalam hal 
menaggulangi terjadinya kejahatan concursus (pembunuhan disertai 
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